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SEKILAS TENTANG
BUKU PANDUAN INI

PENDAHULUAN

Buku panduan ini dirancang sebagai perpanjangan dari POS
penandantanganan MoU Kerja Sama Bilateral. Buku ini memuat informasi
teknis tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam persiapan
penandatanganan MoU Kerja Sama Bilateral

Hal-hal yang dimuat dalam buku ini antara lain adalah alur pelaksanaan
persiapan penandatanganan MoU kerja sama bilateral, teknis pelaksanaan
dari setiap alur kegiatan, persiapan logistik kegiatan, pihak-pihak yang
terkait dalam persiapan kegiatan, dan dokumen dokumen pendukungnya.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi pegawai di Subbagian
Kerja Sama Bilateral dalam pelaksanaan kerja terutama dalam konteks
persiapan kegiatan penandatanganan MoU kerja sama bilateral
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Subbagian Kerja
Sama Bilateral

U N I T  K E R J A  P E N E M P A T A N

Subbagian Kerja Sama Bilateral
mempunyai tugas
melaksanakan pengurusan
implementasi hubungan kerja
sama bilateral antara BPK dan
SAI Counterpart BPK.
Subbagian Kerja Sama Bilateral
BPK dari 1 Kepala Subbagian
dan dan 5 pegawai.

Kegiatan penandatangan MoU
Kerja Sama Bilateral
merupakan salah satu tugas
utama yang dilakukan oleh
Subbagian Kerja Sama
Bilateral. Buku panduan ini
diharapkan dapat membantu
pelaksanaan kegiatan tersebut
sebagai petunjuk teknis
persiapan penandatanganan
MoU kerja sama bilateral.

Struktur
Organisasi

Penandatanganan
MoU Kerja Sama
Bilateral
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PERANCANGAN NASKAH MOU
KERJA SAMA BILATERAL

P E R S I A P A N  P E N A N D A T A N G A N A N  M O U

1. Perumusan Kesepakatan Awal
Penyusunan naskah Memorandum
of Understanding (MoU) diawali
dengan perumusan kesepakatan
antara Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan pihak mitra (counterpart)
dalam forum pertemuan bilateral,
baik secara langsung maupun
virtual.
2. Penyusunan Naskah Awal oleh
BPK
Berdasarkan hasil kesepakatan
tersebut, BPK menyusun draf awal
naskah MoU dengan
mencantumkan area kerja sama
yang telah disepakati bersama
counterpart.
3. Permintaan Masukan Internal
(LPBH Binbangkum)
Draf MoU yang telah disusun
kemudian dikonsultasikan dengan
tim Layanan Pertimbangan Hukum
(LPBH), Biro Binbangkum BPK,
untuk mendapatkan masukan dari
aspek hukum dan kesesuaian
redaksional.
4. Penyempurnaan Berdasarkan
Masukan LPBH
Draf MoU direvisi dengan
mempertimbangkan saran dan
koreksi yang diberikan oleh tim
LPBH Binbangkum guna
memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan hukum yang berlaku.

5. Permintaan Masukan dari Pihak
Counterpart
Naskah yang telah disempurnakan
kemudian dikirimkan kepada pihak
counterpart untuk ditelaah dan
diberikan masukan dari sudut
pandang mereka.
6. Revisi Berdasarkan Masukan
Counterpart
Perbaikan kembali dilakukan
terhadap naskah MoU berdasarkan
tanggapan dan catatan yang
diberikan oleh counterpart, guna
mencapai kesepahaman bersama.
7. Konsultasi dengan Kementerian
Luar Negeri
Draf final naskah MoU diajukan
kepada Kementerian Luar Negeri
(Kemlu) untuk dilakukan telaahan
substansi dan legalitas, serta
memastikan keselarasan dengan
kebijakan hubungan luar negeri
Indonesia.
8. Finalisasi Naskah MoU
 Naskah MoU disempurnakan untuk
terakhir kalinya berdasarkan
masukan dari Kemlu, sehingga siap
untuk ditindaklanjuti ke tahap
pengesahan dan penandatanganan.



Perumusan Kesepakatan
Awal

Penyusunan Naskah Awal
oleh BPK

Permintaan Masukan dari
LPBH Binbangkum

Penyempurnaan
Berdasarkan Masukan

LPBH Binbangkum

Permintaan Masukan dari
Pihak SAI Counterpart 

Revisi Berdasarkan
Masukan dari pihak SAI

Counterpart
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Perumusan Naskah MoU Kerja Sama Bilateral

F L O W  C H A R T

Meminta Masukan dari
Kemlu

Revisi Berdasarkan
Masukan dari Kemlu

Versi Final Naskah MoU

Catatan:
Dokumen pendukung:

ND Karo Humas & KSI kepada Kepala Pusat
LPBH tentang permohonan masukan konsep
MoU

https://bpk.id/ND-LPBH-re-permohonan-
masukan-MoU 

Catatan:
Koordinasi via email resmi

Catatan:
Dokumen pendukung:

ND kepada Biro Humas & KSI perihal
permohonan masukan konsep MoU kepada
Kemlu
Surat resmi dari Karo Humas KSI kepada
Kemlu perihal permohonan masukan konsep
MoU

https://bpk.id/ND-dan-Surat-Kemlu-re-
permohonan-masukan-MoU

https://bpk.id/ND-LPBH-re-permohonan-masukan-MoU
https://bpk.id/ND-LPBH-re-permohonan-masukan-MoU
https://bpk.id/ND-LPBH-re-permohonan-masukan-MoU
https://bpk.id/ND-dan-Surat-Kemlu-re-permohonan-masukan-MoU
https://bpk.id/ND-dan-Surat-Kemlu-re-permohonan-masukan-MoU
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Alur Permintaan
Treaty Paper

T R E A T Y  P A P E R

1. Penyempurnaan Naskah MoU
  Naskah Memorandum of Understanding (MoU) disempurnakan
berdasarkan masukan dari kedua belah pihak yang
berkepentingan serta hasil telaahan hukum dari Direktorat
Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
(Kemlu).
2. Permohonan Treaty Paper
  Permintaan Treaty Paper diajukan secara resmi kepada
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu.
Permohonan ini diikuti dengan tindak lanjut melalui komunikasi
informal, seperti pesan WhatsApp, untuk memastikan proses
berjalan lancar.
3. Penentuan Jadwal Pengambilan
  Kemlu menetapkan tanggal dan waktu pengambilan Treaty
Paper serta menyampaikannya kepada pihak pemohon.
4. Pengambilan Treaty Paper
  Pegawai yang ditunjuk melakukan pengambilan Treaty Paper
di Gedung Treaty Room, Kementerian Luar Negeri, dengan
terlebih dahulu mengisi dokumen tanda terima sebagai bukti
serah terima dokumen.
5. Penerimaan Dokumen dan Panduan
  Selain Treaty Paper, pegawai juga menerima panduan
penggunaan Treaty Paper sebagai referensi dalam proses
penandatanganan dan dokumentasi selanjutnya.



Menyiapkan Naskah Final
MoU

Pengajuan resmi kepada
Direktorat Jenderal

Hukum dan Perjanjian
Internasional Kemlu

perihal permintaan Treaty
Paper

Menentukan jadwal
pengambilan

Pengambilan Treaty
Paper di Treaty Room

Kemlu

Pengisian tanda terima
Treaty Paper

Mendapatkan Treaty
Paper

Catatan:
Dokumen pendukung:

ND kepada Kepala Biro Humas & KSI tentang
permohonan permintaan Treaty Paper
Surat resmi perihal permintaan Treaty paper
yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal
Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu

https://bpk.id/Surat-Kemlu-re-permintaan-treaty-
paper
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Alur Permintaan Treaty Paper
F L O W  C H A R T

https://bpk.id/Surat-Kemlu-re-permintaan-treaty-paper
https://bpk.id/Surat-Kemlu-re-permintaan-treaty-paper
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Alur Pencetakan
Naskah MoU

P E N C E T A K A N  N A S K A H  M O U

Pencetakan Naskah MoU

Penggunaan Kertas Berlogo Garuda

Penggunaan Kertas Tanpa Logo

Paraf oleh Sekretaris Jenderal

Penyimpanan naskah

Naskah Memorandum of Understanding (MoU) dicetak di atas
Treaty Paper, sesuai dengan ketentuan standar perjanjian
internasional yang berlaku di Indonesia.

Halaman pertama dari setiap versi bahasa MoU dicetak
menggunakan Treaty Paper khusus yang dilengkapi dengan
logo Garuda. Kertas ini digunakan hanya untuk halaman
pertama dari masing-masing naskah perjanjian internasional.

Halaman kedua dan seterusnya, termasuk lampiran-lampiran
(kecuali peta atau lampiran khusus lainnya), dicetak
menggunakan Treaty Paper tanpa logo Garuda. Format ini
berlaku untuk keseluruhan isi perjanjian setelah halaman
pertama.

Coverage that provides financial protection to the employee's
beneficiaries in the event of their death.

Naskah dimasukkan ke dalam map beludru yang didapat dari
Biro Setpim. 



Mencetak dokumen di
atas Treaty Paper

Meminta paraf Sekretaris
Jenderal di setiap

dokumen MoU dalam
setiap bahasa perjanjian

yang disepakati

Menyimpan dokumen
MoU yang sudah dicetak

Catatan:
Penggunaan Kertas Berlogo Garuda

Halaman pertama dari setiap versi bahasa MoU
dicetak menggunakan Treaty Paper khusus
yang dilengkapi dengan logo Garuda. Kertas ini
digunakan hanya untuk halaman pertama dari
masing-masing naskah perjanjian internasional.

Penggunaan Kertas Tanpa Logo
Halaman kedua dan seterusnya, termasuk
lampiran-lampiran (kecuali peta atau lampiran
khusus lainnya), dicetak menggunakan Treaty
Paper tanpa logo Garuda. Format ini berlaku
untuk keseluruhan isi perjanjian setelah
halaman pertama.
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Alur Pencetakan Naskah MoU
F L O W  C H A R T

Treaty Paper

K E R T A S  L I S  B E R W A R N A
M E R A H  D E N G A N  K O P

G A R U D A  E M A S

K E R T A S  L I S  B E R W A R N A
M E R A H  T A N P A  K O P

G A R U D A  E M A S
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Koordinasi dengan Biro lain
P E R S I A P A N  P E N A N D A T A N G A N A N  M O U  K E R J A  S A M A  B I L A T E R A L

Koordinasi degan Biro Umum
dilakukan dalam hal peminjaman
ruangan, sound system,
proyektor, TV, patwal,
transportasi.
Dokumen Pendukung: 

ND Fasilitasi sarana dan prasarana
kegiatan penandatanganan MoU
https://bpk.id/ND-Biro-Umum-re-
permohonan-fasilitasi-MoU

Koordinasi dilakukan dalam hal
perjamuan pimpinan, ayanan
protokoler dan pendampingan
kegiatan bagi Pimpinan BPK
selama kegiatan, layanan
protokoler dan pendampingan
delegasi SAI Counterpart saat
penyambutan di bandara 
Dokumen pendukung

ND Fasilitasi bandara, jamuan, dan
keprotokleran.
https://bpk.id/ND-Biro-Setpim-re-
fasilitasi-MoU

Koodinasi dengan
Biro Umum

Koordinasi dengan
Biro Setpim

Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan, Biro Humas
dan Kerja Sama secara aktif berkoordinasi dengan berbagai biro terkait guna
memastikan setiap aspek pelaksanaan berjalan optimal

Koordinasi dengan Kementerian
Luar Negeri dilakukan dalam
proses penyambutan SAI
Counterpart di bandara
Indonesia
Koordinasi dilakukan dengan
Direktorat Protokol dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri
(Kemlu) dengan tujuan untuk
memastikan penyambutan di
bandara dan pengantaran
delegasi ke tempat tujuan
berlangsung sesuai tata cara
kenegaraan.
Dokumen Pendukung:

Surat permohonan penyambutan
delegasi yang ditujukan kepada
Kementerian Luar Negeri
https://bpk.id/ND-Kemlu-re-
fasilitasi-penyambutan-di-bandara

Koodinasi dengan
Kementerian Luar

Negeri

https://bpk.id/ND-Biro-Umum-re-permohonan-fasilitasi-MoU
https://bpk.id/ND-Biro-Umum-re-permohonan-fasilitasi-MoU
https://bpk.id/ND-Biro-Setpim-re-fasilitasi-MoU
https://bpk.id/ND-Biro-Setpim-re-fasilitasi-MoU
https://bpk.id/ND-Kemlu-re-fasilitasi-penyambutan-di-bandara
https://bpk.id/ND-Kemlu-re-fasilitasi-penyambutan-di-bandara
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Koordinasi dengan
Bagian PI

K O O R D I N A S I  D E N G A N  B I R O  L A I N

1. Koordinasi Awal dengan Bagian PI
Untuk keperluan dokumentasi dan peliputan kegiatan,
koordinasi dilakukan antara Bagian Kerja Sama Internasional
(KSI) dan Bagian Publikasi dan Informasi (PI).
2. Penyampaian Permohonan Resmi
 Koordinasi diawali dengan penyusunan nota dinas resmi
dari Kepala Bagian KSI yang ditujukan kepada Kepala Bagian
PI, berisi permohonan bantuan peliputan kegiatan
dimaksud.
3. Penugasan oleh Bagian PI
Menindaklanjuti permohonan tersebut, Bagian PI akan
menunjuk dan menugaskan pegawai yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan tugas peliputan pada saat
kegiatan berlangsung.
4. Koordinasi Teknis Lanjutan
Selama proses persiapan, koordinasi lebih lanjut dilakukan
secara langsung dengan pegawai yang ditugaskan oleh
Bagian PI. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi
terbaru terkait pelaksanaan kegiatan, seperti perubahan
waktu, tempat, atau susunan acara.
Dokumen pendukung:
ND Fasilitasi peliputan kegiatan MoU
https://bpk.id/ND-Kabag-PI-re-fasilitasi-peliputan-kegiatan-
MoU

https://bpk.id/ND-Kabag-PI-re-fasilitasi-peliputan-kegiatan-MoU
https://bpk.id/ND-Kabag-PI-re-fasilitasi-peliputan-kegiatan-MoU
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Persiapan Logistik
Penandatanganan MoU

LOG I S T I K

1.Penentuan dan Peminjaman
Ruangan
Pemilihan ruang dilakukan sesuai
arahan pimpinan, dengan Ruang TDA
sebagai lokasi yang umum
digunakan. Proses peminjaman
dilakukan melalui nota dinas resmi
yang ditujukan pada Biro Umum
2.Penataan Layout Ruangan
Ruangan ditata dengan
mempertimbangkan posisi meja
penandatanganan, kursi delegasi,
serta elemen pendukung visual
seperti backdrop dan bendera
negara.
3.Koordinasi Kebutuhan Logistik
Berkoordinasi dengan Biro Umum
untuk menyiapkan keperluan logistik
yaitu:

Perlengkapan di ruangan
penandatangan MoU, yang terdiri
atas meja penandatanganan,
bendera, dan pulpen khusus
Peminjaman dan pengaturan
media di dalam ruangan
penandatanganan MoU seperti
sound system, proyektor, dan TV.
Permohonan fasilitasi patwal
Peminjaman kendaraan untuk
transportasi delegasi SAI
Counterpart

Secara keseluruhan logistik yang
harus dipersiapkan dalam proses
persiapan penandatanganan MoU
adalah:

1. Treaty Paper
2. Meja untuk proses

penandatanganan MoU
3. Bendera Indonesia dan

negara SAI Counterpart
4. Pulpen khusus
5. Map Beludru
6. Ruangan
7. Sound System
8. Proyektor
9. TV

10. Patwal
11. Kendaraan
12. Souvenir
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Layout Ruangan
L A YOUT

Denah Ruang TDAIlustrasi
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Layout Meja
L A YOUT
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Prosedur Pasca
Penandatanganan MoU 

P R O S E D U R  L A N J U T A N

Untuk memastikan tertib administrasi dan pencatatan kerja
sama internasional secara resmi, berikut tahapan penting
yang dilakukan setelah naskah MoU ditandatangani:

1. Penyerahan Naskah MoU ke Kementerian Luar Negeri
Setelah penandatanganan, naskah MoU yang telah
ditandatangani disampaikan kepada Kementerian Luar
Negeri maksimal dalam 7 hari kerja. Ini merupakan langkah
awal untuk proses pencatatan resmi perjanjian
internasional.
 2. Penyimpanan Naskah Asli di Treaty Room
Naskah asli MoU akan disimpan secara resmi oleh
Kementerian Luar Negeri di Treaty Room, sebagai bagian
dari arsip nasional dan dokumentasi hubungan luar negeri
Indonesia.
3. Penerbitan Certified True Copy (CTC)
Kementerian Luar Negeri kemudian akan menerbitkan
Certified True Copy dari naskah asli MoU. Salinan sah ini
akan diserahkan kepada BPK untuk digunakan sebagai arsip
internal dan referensi resmi.

 Catatan: Proses ini memastikan bahwa setiap kerja sama
internasional memiliki dokumentasi yang sah, tertib, dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
administratif.



Menyerahkan naskah asli
MoU kerja sama bilateral
kepada Kemlu maksimal 7

hari kerja dari tanggal
penandatanganan

Naskah asli MoU kerja
sama bilateral disimpan

oleh Kemlu di Treaty
Room

Kemlu menerbitkan
Certified True Copy

naskah MoU kerja sama
bilateral

BPK menerima CTC
naskah MoU kerja sama

bilateral
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Prosedur Pasca
Penandatanganan MoU

F L O W  C H A R T
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Action Plan

D A R I  M O U  M E N U J U  A K S I  N Y A T A :
I M P L E M E N T A S I  K E R J A  S A M A  I N T E R N A S I O N A L

Setelah penandatanganan, kerja
sama biasanya dilanjutkan dengan
Action Plan, yaitu rangkaian
kegiatan bersama yang dirancang
untuk menghidupkan isi MoU.
Kegiatan ini dapat berupa:

1. Sesi diskusi tematik
2. Kunjungan lapangan
3. Workshop bersama
4. Pertukaran pengalaman dan

praktik terbaik

Untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan Action Plan, koordinasi
dilakukan secara intensif dengan
berbagai unit terkait, seperti:

1. Biro Umum
2. Setpim BPK
3. Direktorat PI
4. Serta unit-unit teknis lainnya

sesuai kebutuhan

Tindak Lanjut
melalui Action Plan Koordinasi Lintas Unit 

Penandatanganan MoU bukanlah akhir dari proses—justru menjadi pintu awal
menuju kolaborasi yang lebih konkret antara BPK RI dan SAI counterpart.
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